









A. Tinjauan Pustaka 
 
1. SAK ETAP 
 
A.  Sejarah singkat SAK ETAP 
 
Ikatan Akuntan Indonesia sejak Juli 2009 telah meluncurkan 
standar akuntansi ETAP (SAK-ETAP). Nama standar ini sedikit 
unik karena exposure draftnya diberi nama Standar Akuntansi 
UKM (Usaha Kecil dan Menengah), namun mengingat definisi 
UKM sendiri sering berubah, maka untuk menghindari kerancuan, 
standar ini diberi nama SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. 
 
Sesuai dengan namanya maka sasaran pengguna dari standar 
ini adalah entitas yang tidak memiliki tanggung jawab akuntabilitas 
kepada publik (ETAP). SAK ETAP beranalogi dengan IFRS SMEs 
(Small and Medium Enterprises), bahkan semangat pengembangan 
SAK ETAP berasal dari IFRS SMEs namun dengan beberapa 
penyesuaian. 
 
Dengan adanya SAK ETAP, maka perusahaan kecil seperti 
UKM tidak perlu membuat laporan keuangan dengan menggunakan 
SAK Umum yang berlaku. Di dalam beberapa hal SAK ETAP 
 
 
memberikan banyak kemudahan untuk perusahaan dibandingkan 
dengan SAK dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks. 
 
Selama ini perusahaan yang tidak memiliki akuntabilitas 
publik (misalnya UKM, private entities, dan lainnya) mengalami 
dilema dalam penyusunan laporan keuangan. Mereka 
menginginkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar, untuk 
tujuan-tujuan antara lain memperoleh kredit dari bank, tujuan 
pelaporan pajak maupun tujuan internal perusahaan namun, 
hambatan dalam pengaplikasian SAK Umum terkait dengan 
kompleksitas SAK Umum sehingga menimbulkan biaya yang besar 
apabila tetap diterapkan. 
 
Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) memahami hal 
ini dan memberikan solusi berupa penerbitan SAK ETAP yang 
merupakan simplifikasi dari SAK Umum. Secara substansi tidak 
terdapat perbedaan signifikan antara keduanya, namun persyaratan 
disclosure dari SAK ETAP berkurang signifikan dari SAK Umum. 
 
Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP 
harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh 
(explicit and unreserved statement) atas kepatuhan tersebut dalam 
catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh 
menyatakan mematuhi SAK ETAP kecuali jika mematuhi semua 
 
 
persyaratan dalam SAK ETAP. Apabila perusahaan memakai SAK-
ETAP, maka auditor yang akan melakukan audit di perusahaan 
tersebut juga akan mengacu kepada SAK- ETAP. 
 
Mengingat kebijakan akuntansi SAK-ETAP di beberapa 
aspek lebih ringan daripada SAK Umum, maka ketentuan transisi 
dalam SAK-ETAP ini cukup ketat. Pada BAB 29 misalnya 
disebutkan bahwa pada tahun awal penerapan SAK ETAP, yakni 1 
Januari 2011, Entitas yang memenuhi persyaratan untuk 
menerapkan SAK ETAP dapat menyusun laporan keuangan tidak 
berdasarkan SAK ETAP, tetapi berdasarkan PSAK non- ETAP 
sepanjang diterapkan secara konsisten. Entitas tersebut tidak 
diperkenankan untuk kemudian menerapkan SAK ETAP ini untuk 
penyusunan laporan keuangan berikutnya. Oleh sebab itu per 1 
Januari 2011, perusahaan yang memenuhi definisi Entitas Tanpa 
Akuntabilitas Publik harus memilih apakah akan tetap menyusun 
laporan keuangan menggunakan PSAK atau beralih menggunakan 
SAK-ETAP. 
 
Selanjutnya ketentuan transisi juga menjelaskan bahwa 
entitas yang menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP 
kemudian tidak memenuhi persyaratan entitas yang boleh 
menggunakan SAK ETAP, maka entitas tersebut tidak 
 
 




Hal ini misalnya ada perusahaan menengah yang memutuskan 
menggunakan SAK-ETAP pada tahun 2011, namun kemudian 
mendaftar menjadi perusahaan publik pada tahun berikutnya. 
Entitas tersebut wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan 
SAK non-ETAP dan tidak diperkenankan untuk menerapkan SAK 
ETAP ini kembali. Sebaliknya entitas yang sebelumnya 
menggunakan SAK non-ETAP dalam menyusun laporan 
keuangannya dan kemudian memenuhi persyaratan entitas yang 
dapat menggunakan SAK ETAP, maka entitas tersebut dapat 
menggunakan SAK ETAP ini dalam menyusun laporan keuangan. 
 
2. Persiapan penerapan SAK ETAP 
 
 
Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Entitas Tanpa 
Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) akan dinyatakan efektif berlaku 
untuk entitas yang tidak memiliki akuntabiltas publik, yaitu entitas 
yang memiliki 2 kriteria yaitu: tidak memiliki akuntabilitas publik 
secara signifikan, dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk 
tujuan umum (general purpose financial statements) bagi pengguna 
eksternal. Contoh pengguna eksternal dalam kriteria kedua ini 
adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan 
 
 
usaha, kreditur dan lembaga pemeringkat kredit. 
 
Kriteria ETAP di atas bisa dibedakan dengan entitas yang 
memiliki akuntabilitas publik, jika SAK ETAP 2009: 
 
a) Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau entitas 
dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran pada otoritas 
pasar modal (BAPEPAM-LK) atau regulator lain untuk tujuan 
penerbitan efek di pasar modal. 
 
b) Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebaga fidusia untuk 
sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, 
pialang atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana, dan 
bank investasi. 
 
Umumnya, entitas tanpa akuntabilitas publik adalah UKM, 
oleh karena itu pengguna ETAP akan banyak terdiri dari entitas 
dengan kategori UKM. Penerbitanya SAK ETAP oleh DSAK IAI ini 
adalah sebagai alternatif SAK yang boleh diterapkan oleh entitas di 
Indonesia, sebagai bentuk SAK yang lebih sederhana dibandingkan 
dengan SAK Umum yang lebih rumit. 
 
3. Ruang lingkup SAK ETAP 
 
 
Berdasarkan ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan 
Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik maka standar ini dimaksudkan 
untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas 
 
 
tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak 
memiliki akuntabilitas publik signifikan, dan tidak menerbitkan 
laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial 
statement) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal 
adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan 
usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. 
 
Ruang lingkup standar ini juga menjelaskan bahwa entitas 
dikatakan memiliki akuntabilitas publik signifikan jika proses 
pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau 
regulator lain untuk tujuan penerbitan efek dipasar modal atau 
entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk 
sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, 
pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksadana dan bank 
investasi. Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan 
dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat 
regulasi mengizinkan penggunaan standar tersebut. 
 
4. Penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP 
 
 
SAK ETAP diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan 
yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Penerapan dini 
diperkenankan. Jika SAK ETAP diterapkan dini, maka entitas harus 
menerapkan SAK ETAP untuk penyusunan laporan keuangan 
 
 
yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2010 Ikatan Akuntan 
Indonesia (IAI) dalam SAK ETAP (2009). 
 
a. Jenis laporan keuangan lengkap 
 
Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam SAK 
ETAP (2009), laporan keuangan adalah bagian dari proses 





Neraca merupakan bagian dari laporan keuangan suatu 
perusahan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi 
yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir 
periode tersebut. Neraca minimal mencakup pos-pos 
berikut: 
 
a) Kas dan setara kas 
 




d) Properti dan investasi 
 
e) Aset tetap 
 
f) Aset tidak berwujud 
 
g) Utang usaha dan utang lainnya 
 
h) Aset dan kewajiban pajak 
 
 




2) Laporan laba rugi 
 
Laporan laba rugi menyajikan hubungan antara 
penghasilan dan beban dari entitas. Laba sering digunakan 
sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk pengukuran 
lain, seperti tingkat pengembalian investasi atau laba per 
saham. Unsur-unsur laporan keuangan yang secara langsung 
terkait dengan pengukuran laba adalah penghasilan dan 
beban. 
 





b) Beban keuangan 
 
c) Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan 
metode ekuitas 
 
d) Beban pajak 
 
e) Laba atau rugi neto 
 
3) Laporan perubahan ekuitas 
Dalam laporan ini menunjukan: 
 
a) Seluruh perubahan dalam ekuitas untuk suatu periode, 
 
 
termasuk di dalamnya pos pendapatan dan beban yang 
diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode 
tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan 
koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut 
 
b) Perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari 
transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai 
pemilik termasuk jumlah investasi, penghitungan 
dividen dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama 
suatu periode. 
 
4) Laporan arus kas 
 
Laporan arus kas menyajikan informasi 
perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang 
menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama 
satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. 
 
5) Catatan atas laporan keuangan yang berisiringkasan 
kebijakan akuntansi yang signifikan dan penjelasan lainnya. 
 
Catatan atas laporan keuangan berisi informasi 
sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan 
keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan 
penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam 
laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak 
memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. 
 
 
b. Pengakuan dalam laporan keuangan 
 
1) Aset diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat 
ekonominya dimasa depan akan mengalir ke entitas dan aset 
tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur 
dengan andal. Aset tidak diakui dalam neraca jika 
pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya 
dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas setelah 
periode pelaporan berjalan. Sebagai alternatif transaksi 
tersebut menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba 
rugi. 
 
2) Entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika: 
 
a) Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual 
atau digunakan, dalam jangka waktu siklus operasi 
normal entitas 
 
b) Dimiliki untuk diperdagangkan 
 
c) Diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan 
setelah akhir periode pelaporan, atau 
 
d) Berupa kas atau setara kas, kecuali jika dibatasi 
penggunaannya dari pertukaran atau digunakan untuk 
menyelesaikan kewajiban setidaknya 12 bulan setelah 
akhir periode pelaporan. 
 
 
3) Entitas mengklasifikasikan semua aset lainnya sebagai tidak 
lancar, Jika siklus operasi normal entitas tidak dapat 
diidentifikasi dengan jelas, maka siklus operasi diasumsikan 
12 bulan 
 
c. Kewajiban diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran 
sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan 
dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah 
yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. 
 
1) Entitas mengklasifikasikan kewajiban sebagai kewajiban 
jangka pendek jika: 
 
a) Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus 
normal operasi entitas 
 
b) Dimiliki untuk diperdagangkan 
 
c) Kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan 
setelah akhir periode pelaporan; atau 
 
d) Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda 
penyelesaian kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir 
periode pelaporan. 
 
2) Entitas mengklasifikasikan semua kewajiban lainnya sebagai 
kewajiban jangka panjang. 
 
d. Pengakuan   penghasilan   merupakan   akibat   langsung   dari 
 
 
pengakuan aset dan kewajiban. Penghasilan diakui dalam 
laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan 
yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan 
kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal. 
 
e. Pengakuan beban merupakan akibat langsung dari pengakuan 
aset dan kewajiban. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika 
penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan 
penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan 
dapat diukur secara andal. Laba atau rugi merupakan selisih 
antara penghasilan dan beban. Hal tersebut bukan merupakan 
suatu unsur terpisah dari laporan keuangan, dan prinsip 
pengakuan yang terpisah tidak diperlukan. 
 
5. Pengertian Usaha Kecil dan Menengah 
 
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 
Pasal 1, usaha kecil adalah sebuah usaha ekonomi yang produktif dan 
telah berdiri sendiri, yang dibangun dan dioperasikan oleh orang 
perorangan yang sendiri atau ada beberapa atau sebuah badan usaha yang 
bukan merupakan anak dari sebuah perusahaan atau bukan sebuah kantor 
cabang perusahaan yang dipunyai, diakui, atau menjadi sebuah part baik 
secara langsung ataupun tidak secara langsung dari usaha yang menengah 
 
 
atau usaha yang sudah sangat besar yang masuk kriteria usaha kecil sesuai 
maksud dalam undang-undang. 
 
Usaha menengah adalah usaha ekonomi yang produktif dan telah 
berdiri sendiri, yang dibangun dan dioperasikan oleh orang perorangan 
sendiri atau sebuah badan usaha yang bukan merupakan anak dari sebuah 
perusahaan atau bukan sebuah kantor cabang perusahaan yang dipunyai, 
diakui, atau menjadi sebuah part baik secara langsung ataupun secara 
tidak langsung dengan usaha yang kecil atau usaha yang sudah sangat 
besar yang masuk ke kriteria sebagaimana diatur dalam undang-undang. 
 
Pada pengertian UKM pada undang-undang di atas memang sekilas 
mirip, namun ada beberapa hal yang menjadi pembeda yang secar 
signifikan membedakan keduanya, yakni terkait dengan kekayaan dan 
pendapatan. Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 6 kriteria kekayaan 
dan pendapatan usaha kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 
juta Rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah yang tidak 
termasuk tanah dana bangunan, atau memiliki hasil tahunan lebih dari 300 
juta rupiah sampai paling banyak 2,5 Milyar Rupiah. 
 
Sedangkan pada usaha menengah memiliki kekayaan bersih lebih 
dari 500 juta Rupiah sampai dengan paling banyak 10 Milyar Rupiah dan 
tidak termasuk tanah dan bangunan atau mempunyai hasil penjualan 




Menurut Bank Indonesia (2015) UMKM dalam perspektif usaha 
diklarifikasikan menjadi empat kelompok, yakni : 
 
a. UMKM sektor informal, contohnya pedagang kaki lima. 
 
b. UMKM Mikro adalah para pengusaha UMKM yang mampu 
mempunyai sifat pengrajin tapi kurang mempunyai jiwa 
kewirausahaan untuk menigkatkan usahanya. 
 
c. Usaha Kecil Dinamis adalah kelompok dari UMKM yang mampu 
melakukan wirausaha dengan menjalin hubungan kerjasama 
(menerima pekerjaan sub kontak) dan ekspor. 
 
d. Fast Moving Enterprise adalah UMKM yang mampu memiliki 
kewirausahaan yang ahli dan sudah siap bertransformasi menjadi 
usaha yang lebih besar. 
 
Karakteristik UMKM sendiri menurut Bank Indonesia juga dapat 
dikelompokkan dengan tabel berikut ini : 
 
 
Tabel 1 Kriteria UKM Mikro 
 
 Ukuran Usaha  Karakteristik 
    
 Usaha Mikro a) Jenis   barang/komoditi   tidak   selalu   tetap; 
  sewaktu-waktu dapat berganti. 
 b) Tempat   usahanya   tidak   selalu   menetap; 
  sewaktu-waktu dapat pindah tempat. 
 c) Belum melakukan administrasi keuangan yang 
  sederhana sekalipun. 
 d) Tidak memisahkan keuangan keluarga dengan 
  keuangan usaha. 
 e) Sumber  daya  manusia  (pengusaha)  belum 
  memiliki jiwa wirausaha yang memadai. 
 f) Tingkat pendidikan relatif sangat rendah. 
 g) Umumnya  belum  akses  kepada  perbankan, 
  namun  sebagian  sudah  akses  ke  lembaga 
  keuangan non bak. 
 h) Umumnya  tidak  memiliki  izin  usha  atau 
  persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. 
 Usaha Kecil a) Jenis   barang/komoditi   yang   diusahakan 
  umumnya sudah tetap tidak gampang berubah. 
 b) Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap 
  tidak berpindah-pindah. 
 c) Pada umumnya sudah melakukan administrasi 
  keuangan walau masih sederhana. 
 d) Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan 
  dengan keuangan keluarga. 
 e) Sudah membuat neraca usaha. 
 f) Sudah  memiliki  izin  usaha  dan  persyaratan 
  legalitas lainnya termasuk NPWP. 
 g) Sumber  daya  manusia  (pengusaha)  memiliki 
  pengalaman dalam berwirausaha. 
 h) Sebagian  sudah  akses  ke  perbankan  dalam 
  keperluan modal. 
 i) Sebagian  belum  dapat  membuat  manajemen 




manajemen dan organisasi yang lebih baik, dengan 
pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian 
keuangan, bagian pemasaran dan bagian 
produksi.  
b) Telah melakukan manajemen keuangan dengan 
menerapkan sistem akuntansu dengan teratur 
sehingga memudahkan untuk auditing dan 
penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh 
perbankan.  
c) Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan 
organisasi perburuhan.  
d) Sudah memiliki persyaratan legalitas antara 
lain izin tetangga.  
e) Sudah memiliki akses kepada sumber-sumber 
pendanaan perbankan.  
f) Pada umumnya telah memiliki sumber daya 
manusia yang 
terlatih dan terdidik.  
a) Usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh 
badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih 
atau hasil penjualan tahunan lebiih besar dari 
Usaha menengah, yang meliputi usaha 
nasional milik negara atau swasta, usaha 
patungan, dan usaha asing yang melakukan 
kegiatan ekonomi di Indonesia.  
Sumber: Undang-Undang RI 2008 
 
 
6. Sistem Informasi Akuntansi 
 
Sistem  Informasi  Akuntansi  atau  SIA  berasal  dari  kata sistem. 
 
Sistem sendiri menurut Hall (2009) adalah kelompok dari dua atau lebih 
 
komponen atau subsistem yang saling berhubungan yang berfungsi 
 
dengan tujuan yang sama. Berdasarkan pengertian sistem dari Hall 
 
tersebut, dapat dijelaskan bahwa dalam sebuah sistem terdiri dari banyak 
 
komponen yang berarti sistem harus berisi lebih dari suatu bagian. 
 






dikatakn sebuah sistem. Bagian terpenting adalah sebuah sistem 
diharuskan mengarah ke satu atau beberapa tujuan. 
 
Menurut Mulyadi (2008), sistem informasi akuntansi adalah sebuah 
sistem informasi yang punya tujuan untuk memberikan informasi untuk 
pengelola kegiatan usaha, membenarkan informasi yang berhasil 
dihasilkan oleh sistem yang telah digunakan sebelumnya, memperbaiki 
pengendalian akuntansi dan juga pengecekan internal, serta memberikan 
bantuan dengan memperbaiki biaya klerikal dalam bentuk pemeliharaan 
catatan akuntansi. 
 
Widjajanto (2001) memberikan definisi mengenai sistem informasi 
akuntansi, yaitu susunan dari berbagai dokumen, alat komunikasi, tenaga 
pelaksana, dan berbagai macam laporan yang telah didesain untuk 
merubah data keuangan dari sebuah perusahaan atau sebuah organisasi 
untuk menjadi informasi keuangan yang lebih berguna dan bermanfaat. 
 




a. Sistem Pemrosesan Transaksi (Transaction Processing System), 
yang menolong dan membantu operasi bisnis harian dengan 
menggunakan berbagai macam dokumen serta pesan bagi seluruh 
pengguna di perusahaan. 
 
b. Sistem Buku Besar/Pelaporan Keuangan (general ledger/financial 
reporting system), yang memberi hasil berupa laporan keuangan. 
 
 
Contohnya adalah laporan laba-rugi, arus kas, pengembalian pajak, 
neraca serta laporan-laporan lainnya yang ditentukan oleh hukum. 
 
c. Sistem Pelaporan Manajemen (Management Reporting System), 
akan memberikan pihak manajemen internal berbagai macam 
laporan keuangan yang memiliki tujuan khusus serta informasi 
yang diperlukan untuk pengambilan kebijakan, seperti budget, 
laporan kinerja, dan laporan pertanggungjawaban. 
 
7. Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi 
 
Menurut Rosita (2013) dalam penelitiannya disebutkan bahwa 
sistem informasi akuntansi terdiri dari unsur-unsur sumber daya, seperti 
manusia serta peralatan yang membantunya, untuk kemudian merancang 
untuk mengubah data-data terutama data keuangan, menjadi informasi 
yang dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang nantinya mengambil 
keputusan pada perusahaan. Pada sistem informasi akuntansi perusahaan 
jasa, fokus utamanya adalah siklus pengeluaran dan pendapatan. Hal ini 
dikarenakan pada perusahaan jasa tidak terdapat siklus konversi yang 
terjadi pengolahan terhadap barang. 
 
Dari pengertian di atas, definisi penggunaan sistem informasi 
akuntasi adalah bentuk pemakaian yang dilakukan perusahaan dalam hal 
ini UKM yang berupa siklus pengeluaran dan siklus pendapatan. Siklus 
pengeluaran sendiri yang paling utama adalah sistem pengeluaran kas dan 
juga sistem penggajian karyawan. Dan untuk siklus pendapatan adalah ada 
 
 
tidaknya sistem penerimaan kas dan sistem penjualan. Selain itu juga 
diukur output yang dihasilkan oleh perusahaan dari sistem informasi 
akuntansi tersebut. 
 
Berdasarkan SAK EMKM yang telah ditetapkan dan diterapkan 
pada tahun 2018 ini, sebuah perusahaan UKM diharuskan membuat 
laporan keuangan, yang terdiri dari laporan posisi keuangan untuk akhir 
periode, laporan laba rugi selama periode, dan catatan atas laporan 
keuangan yang berisi tambahan dan rincian akun-akun tertentu yang 
relevan. Dari data di atas maka yang diukur adalah ada tidaknya laporan 
posisi keuangan akhir periode, laporan laba rugi selama periode, dan 




Berdasarkan Undang-Undang (UU) No 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha 
sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 
kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan 
dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Menurut Hasbullah (2008) 
pendidikan merupakan kegiatan yang dilaksanakan seseorang untuk 
mencapai kehidupan yang baik dan dewasa. 
 
 
Dengan demikian pendidikan merupakan tolak ukur penting di 
dalam keberlangsungan UKM, karena di dalamnya menyebutkan bahwa 
pendidikan sangat penting dan berkaitan dengan kepribadian dan 
kecerdasan seseorang. Penelitian yang dilakukan oleh Kholis (2014) 
menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif signifikan 
terhadap informasi akuntansi. Pratiwi dan Hanafi (2016) dan Dewi (2017) 
menyatakan hal yang tidak berbeda dengan Kholis (2014) bahwa 
pendidikan berpengaruh positif signifikan. 
 
Indikator dalam pendidikan merujuk pada indikator yang terdapat di 
 
UU No 20 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa ada beberapa tingkatan, 
yang pertama yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan 
pendidikan tinggi. 
 
9. Skala Usaha 
 
Menurut Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dan Bank 
Indonesia (2015) karakteristik UKM merupakan sifat atau kondisi faktual 
yang melekat pada aktifitas usaha maupun perilaku pengusaha yang 
bersangkutan menjalankan bisnisnya. Karakteristik ini yang menjadi ciri 
pembeda antar pelaku usaha sesuai dengan skala usahanya. Skala usaha 
menurut Nurhayati dan Lia (2015) adalah kemampuan UKM 
memberdayakan kegiatan bisnisnya dengan mempertimbangkan kegiatan 
bisnis dan karyawan yang dimiliki untuk mendapatkan pendapatan yang 
efektif selama satu periode akuntansi. Menurut Bank Dunia, UMKM bisa 
 
 
dipisahkan berdasarkan kelompok menjadi tiga jenis, yaitu usaha mikro 
(jumlah karyawan 10 orang), usaha kecil (jumlah karyawan 30 orang), dan 
usaha menengah (jumlah karyawan hingga 300 orang). 
 
Penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati dan Lia (2015) 
menyatakan bahwa skala usaha berpengaruh positif terhadap sistem 
infomasi akuntansi. Tidak berbeda dengan Kristian (2010) secara parsial 
skala usaha berpengaruh signifikan terhadap sistem infomasi akuntansi 
pada UKM. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Andriani dan Zuliyati (2015) yang menyatakan bahwa skala berpengaruh 
tidak signifikan terhadap informasi akuntansi. 
 
10. Pelatihan Akuntansi 
 
Pelatihan menurut Robbins (2001; 282) menyebutkan bahwa 
pelatihan yang dilaksanakan seperti pelatihan formal untung mematangkan 
kompetensi secara terstruktur. Pelatihan akuntansi merupakan bentuk 
pelatihan yang biasanya dilakukan perusahaan untuk meningkatkan 
kemampuan akuntansi setiap karyawan pada perusahaan tersebut. 
 
Tujuan diadakan pelatihan yaitu 1). Meningkatkan pengetahuan 
para karyawan, 2) membantu para karyawan memahami bagiamana proses 
bisnis yang dilaksanakan dari akuntansi dan manajemen organisasi, 3) 
membantu karyawan untuk bekerja sesuai dengan proksi dalam organisasi, 
4) membantu karyawan untuk bekerja secara efektif dan efisien, 5) 
 
 
membantu karyawan untuk dapat menyelesaikan suatu masalah dalam 
proses bisnis organisasi. 
 
Indikator yang digunakan dalam menilai pelatihan akuntansi 
merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2007) yang 
menyebutkan bahwa 1) pelatihan akuntansi yang pernah diikuti, 2) 
frekuensi pelatihan akuntansi yang pernah diikuti. 
 
Penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2007) menyatakan bahwa 
pelatihan akuntansi berpengaruh terhadap sistem infomasi akuntansi 
perusahaan kecil dan menengah. Hudha (2017) menyatakan pelatihan 




C. Perumusan Model Penelitian dan Pengembangan Hipotesis 
 
1. Pengembangan Hipotesis 
 
a. Pengaruh latar belakang pendidikan pemilik atau manajer 
terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi. 
 
Latar belakang pendidikan merupakan salah satu elemen dalam 
kegiatan bisnis suatu organisasi yang perlu dimiliki oleh 
pemilik/karyawan organisasi. Pengelolaan kegiatan bisnis, pengelolaan 
pendapatan dan pengelolaan manajemen bisnis organisasi perlu 
ditingkatkan dari waktu ke waktu. Mantan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Prof Dr Daoed Joesoef (Wedhjajanto, 2019) menyatakan 
bahwa pendidikan adalah poin penting dari elemen kemajuan negara 
untuk dapat bersaing di dunia. Maksudnya adalah jika negara memiliki 
pendidikan yang kuat dan selalu menjadi prioritas dalam kegiatannya 
maka negara akan maju dan menjadi negara yang kuat dan disegani 
oleh negara lain. 
 
Dalam UU No 20 tahun 2003 bab 2 pasal 3 menyebutkan bahwa 
pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan, 
watak yang baik dalam rangkan mencerdaskan kehidupan berbangsa 
dan agar menjadi manusia yang bertakwa dengan Tuhan Yang Maha 
Esa. Menurut Sikula (2011) tingkat pendidikan adalah sebuah alur 
 
 
yang menggunakan prosedur yang terencana untuk mengetahui 
pengetahuan teoritis untuk tujuan umum. 
 
Dengan demikian pendidikan menjadi poin penting dalam 
kehidupan di dunia karena didalam pendidikan terdapat 
pengembangan kemampuan otak dalam berfikir, kemampuan dalam 
memecahkan masalah, kemampuan dalam memberikan terobosan baru 
khususnya dalam dunia pendidikan, berbisnis atau berpolitik. 
 
Penelitian yang dilakukan oleh Aditya (2019) menyatakan bahwa 
tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi 
akuntansi di UMKM, namun berbeda dengan hasil penelitian oleh 
Wandini dan I Gusti Ayu. (2017) bahwa tingkat pendidikan 
berpengaruh terhadap penerapan SAK ETAP. 
 
Berdasarkan pada uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan 
yaitu : 
H1 : Latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap 
 
penggunaan sistem informasi akuntansi. 
 




Menurut Astuti (2007) menyebutkan bahwa informasi akuntansi 
digunakan berdasarkan pada skala usaha dengan return on aset dan 
jumlah karyawan. Dengan return on aset dan jumlah karyawan 
menyebabkan kegiatan organisasi lebih teroganisir dan terencana dan 
 
 
dapat mencapai tujuan organisasi. Kegiatan menjadi lebih efektif 
ketika jumlah karyawan sesuai dengan yang dibutuhkan. Skala usaha 
pada penelitian ini dikriteriakan dari jumlah karyawan yang dimiliki. 
Menurut BPS dan Bank Indonesia skala usaha berdasarkan jumlah 
karyawan adalah sebagai berikut: (1) usaha kecil memiliki tenaga kerja 
5-19 orang, (2) usaha menengah memiliki tenaga kerja 20-99 orang. 
Skala usaha akan mempengaruhi sebuah perusahaan dikarenakan 
dengan semakin besarnya sebuah perusahaan, kebutuhan akan 
penyediaan dan sistem infomasi akuntansi akan semakin besar. Selain 
itu, dalam TPB skala usaha didapatkan melalui pengalaman di masa 
lalu yang tentunya akan memberikan pemilik tuntutan agar terus 
meningkatkan kemampuannya dalam menyediakan informasi 
akuntansi. 
 
Menurut penelitian Budhijono dan Kristiyowati (2005) yang 
menyebutkan bahwa skala usaha berpengaruh negatif pada penggunaan 
sistem informasi akuntansi dan pada penelitian Sriwahyuni et al (2016) 
menyatakan bahwa skala usaha berpengaruh positif terhadap 
penggunaan sistem informasi akuntansi. 
 
Berdasarkan rumusan sebelumnya, skala usaha akan berpengaruh 
terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi karena semakin 
besarnya perusahaan maka semakin membutuhkan sebuah sistem yang 
 
 




H2 : Skala usaha berpengaruh positif terhadap 
 
penggunaan sistem informasi akuntansi. 
 




Pelatihan akuntansi merupakan bentuk pelatihan yang biasanya 
dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kemampuan akuntansi 
setiap karyawan pada perusahaan tersebut. Terutama untuk karyawan 
yang memiliki peran dan bagian di bidang akuntansi keuangan. 
Pelatihan tidak hanya pelatihan yang diselenggrakan oleh perusahaan 
tetapi juga dari pihak luar yang bertujuan untuk peningkatan ilmu dan 
praktek dalam penyusunan dan pelaporan akuntansi keuangan. Dan 
juga pelatihan membantu meningkatkan dalam memahami alur bisnis 
organisasi atau perusahaan. Menurut Zurnali (2004) tujuan dari 
pelatihan dapat menguasai pengetahuan, keahlian dan perilaku yang 
terdapat dalam program-program pelatihan dan berfungsi untuk 
karyawan dalam memamahi aktifitas sehari-hari. 
 
Penelitian yang dilakukan oleh Novianti (2018) menyatakan 
secara parsial pelatihan akuntansi berpengaruh positif terhadap sistem 
infomasi akuntansi. Whetyningtyas (2016) memiliki hasil penelitian 
 
 
yang tidak berbeda yang menyatakan bahwa pelatihan akuntansi 
berpengaruh terhadap sistem infomasi akuntansi 
 
Berdasarkan pada uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan 
yaitu : 
 
H3 : Pelatihan Akuntansi berpengaruh Positif terhadap 
penggunaan sistem infomasi akuntansi. 
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